WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR: 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 87 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta
Tt lancarnya perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Baubau Tahun
Amggaran 2018, serta untuk mengakomodir usulan
dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Baubau,
perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota
Baubau Nomer B7 Tahun 2017 tentang Standar
Biaya Mesukan (SBM] di Linghungan Pemerintah
Kota Baubau Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Baubau tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Baubau Nomor B7 Tahun 2017
tentang Standar Biaya Masukan (3BM) di Lingkungan
Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2018,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4120);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_n
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistemn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4578);
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12,

13.

14.

15.

16,

17.

18,

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah Dua Kali Terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Keuangan atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PME.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Keuangan Nomeor 49/PME.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembar Daerah Kota Bau-Bau Tahhun 2009 Nomeor 3);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomr 1 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 1).
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MEMUTUSKAN |

Menetapkan @ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANGO STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal |

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Baubau Nomor 87 Tahun 2017

tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 87)

sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Walikota ini.
Pasal [l

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, =1 Mei 2018

Pj. WALIKOTA BAUBAU,

HADQ HASINA

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 41 Mer 2018
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BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR I&

Scanned by CamScanner



